
BAB V 

PENUTUP 

 

I. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan dari penulisan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Secara umum (lex generali), payung hukum tindak pemerasan di 

Indonesia diatur dalam KUHP. Menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP, 

pemerasan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan. Sarana 

terjadinya pemerasan dalam KUHP adalah dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan. Selain itu, apabila mengacu pada Pasal 369 ayat (1) 

mengenai ancaman pencemaran nama baik dan ancaman membuka 

rahasia. Pencemaran nama baik yang dimaksud dalam pasal ini terdiri 

dari penistaan, penistaan dengan surat, penghinaan ringan, pengaduan 

palsu atau pengaduan ringan, dan perbuatan fitnah. Namun, ancaman 

pencemaran nama baik dan ancaman menyebarkan rahasia semacam ini 

bukanlah bentuk sextortion. Sehingga Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana belum mampu menjadi landasan hukum untuk sextortion. 

Fenomena sextortion juga dikatakan memiliki komponen Pemerasan 

dalam Tindak pidana korupsi. Istilah ini merujuk pada suatu fenomena 

yang terjadi ketika mereka yang dipercayakan atau memiliki kekuasaan 

menggunakannya untuk mengeksploitasi secara seksual kepada mereka 

yang bergantung pada kekuasaan itu. Pengaturan korupsi di Indonesia 

diatur dalam Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun sulit 

mengadili sextortion sebagai pemerasan yang ada dalam tindak pidana 

korupsi karena korupsi yang diatur dalam UU Tipikor hanya mencakup 

korupsi yang dapat dinilai dengan uang dan yang merugikan keuangan 

ataupun perekonomian negara. Dan terbatas pada pegawai negeri dan 

penyelenggara negara. Sextortion tidak dapat dilihat dari sisi pemerasan 



saja tetapi juga harus dilihat dengan sisi Kekerasan Seksual. Kekerasan 

Seksual secara luas diatur dalam Undang - Undang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam UU TPKS cakupan pemerasan 

mengalami perluasan dan mengakui bahwa pemerasan berbau seksual 

melibatkan beragam wujud ancaman. UU TPKS mengatur mengenai 

kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang menyalahgunakan 

kekuasaannya, dan pelaku dengan jabatan ataupun otoritas tertentu 

bahkan mendapatkan pidana tambahan. Ini menunjukan bahwa unsur 

relasi kekuasaan pada sextortion berdampak penting bagi korban dan 

patut dipidana lebih berat. Perluasan cakupan pemerasan dalam UU 

TPKS telah membuka ruang untuk mengakomodasi kasus sextortion. 

Begitu juga dengan modus sextortion berbasis elektronik, UU TPKS 

juga mengaturnya yang terdapat pada Pasal 14. Pasal ini memberikan 

perluasan  mengenai pemerasan yang dapat berupa ancaman yang 

berbau seksual sehingga membuka ruang untuk mengakomodasi kasus 

sextortion. 

 

2. Sejauh ini belum adanya istilah pemerasan seksual atau sextortion dalam 

Hukum Pidana Indonesia. Sehingga hukum positif di Indonesia belum 

cukup memadai untuk fenomena ini. Indonesia masih menggunakan 

aturan – aturan yang umum saja, yaitu aturan Pemerasann dan aturan 

Kekerasan seksual secara terpisah. Belum adanya regulasi yang 

menggabungkan kedua tindak pidana ini. Namun dilihat dari 

keseluruhan pembahasan mengenai sextortion dalam penulisan hukum 

ini, penulis menilai bahwa Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual sebagai hukum positif di Indonesia sudah dapat digunakan 

untuk mengadili tindak pidana pemerasan seksual yang disebut dengan 

sextortion. Walaupun dalam Undang - Undang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual tidak secara gamblang mengatur perbuatan 



sextortion itu sendiri sehingga masih menimbulkan area abu-abu dan 

masih perlu penyempurnaan. 

 

II. Saran 

 

 Berdasarkan pembahasan yang dilakukan penulis sesuai dengan isi dari 

penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Memperkuat kerangka legislatif untuk isu sextortion di Indonesia. 

Mengingat bahwa berdasarkan penelitian dan riset yang ada terdapat 

hasil negara Indonesia mengalami kasus sextortion yang sangat tinggi 

dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini menunjukan urgensi untuk 

penyempurnaan payung hukum terkait fenomena sextortion. 

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk kejahatan ini 

dengan sosialisasi. Umum terjadi tidak bisanya suatu kasus diungkap 

karena korban seperti ditakut-takuti untuk jangan bicara karena akan 

mengancam masa depannya. Namun dengan sosialisasi dan pengetahuan 

lebih luas terkait fenomena sextortion dapat meminimalisir rasa takut 

masyarakat dan mendorong masyarakat untuk memberantas tindak 

pidana sextortion. 
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